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Kebijaksanaan bhukum di
ang bidang politik sejak Indone-
merdeka bergerak dari alam
pikiran  individnalisme-liberalisme
arah kolektivisme, Sedangkan di
bidang -ekonomi berkembang dari
kolektivisme ke individualisme.

Dalam rangka pelaksanaan gagasan
T a"'latan rakyat di masa ‘yang

Indonesia dalam bidang politik
e _a_}_;;_uya. :didemokratisasikan ke

DOKTOR ILMU HUKUM UNTUIKC JIMLY ASSHIDDIQIE

.. Indonesia, Depok, hari Rabu,

Demikian  dikatakan  Jiml
Asshiddigie, dalam mempertah:
kan disertasinya yang: berjud
“Gagassn  Kedaulatan ~ Raky:
Dalam Konstitasi dan Pelaksana
annya di Indemesia”, dihadapa
Senat Guru Besar Universitas Indc
nesia, di Balai Sidang Umvers;tas-

Februari - 1993. Jimly~ Assizzddzqm
lahir di Palembang padatanggal 1/
April 1956, berhasil mempertahan-
kan digertasinya dengan 3ud1c1u‘
"sangat memuaskan L

Berikut ini rekaman Eengkap _
promosx doktos: tersebut,yang cil




If’;jgm osi l:_)f:o_ktor N

rangkum oleh Redakm Majalah
Hukum dan B?ambangunan Yarring

Bachmem dan Bambang Suragmt:.-

REKTOR : Saudara- Jimly: Asshi-
ddigie, Senat Universitas Indonesia
telah  berkumpul dan bersidang
untuk mengajukan pertanyaan-per-
tanyaan kepada Saudara atas diser-
tasi-Saudara yang berjudul "Gaga-
san . Kedaulatan Rakyat Dalam
Konstitusi dan Pelaksapaapnya- di
Indonesia” (Pergeseran  Antara
Individualisme dan Kolektivisme
Dalam Kebijakan Demokrasi Po-
litix dan Demokrasi Ekonomi Sela-
ma ‘Tiga Masa Demokrasi, 1945--
1980-an). Saya persilahkan Prof.

Dr. Ismail Suny, SH, sebagai Ketua
Panitia Promotor untuk memulai
acara ujian. g1

Prof. Dr. Ismail Suny,SH MCL 3.
Saudara Jimly Asshiddigie, saya-
persilakan Sandara mengemukakan
inti disertasi Saudara secara sing-
kat. N

Promovendus : Assalamualaikum.
Wr. Wb. Yang terhormat Bapak .-
Rekior, para anggota senat,..dan-
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Indonesia,Bapak-bapak
Promotor dan Ko-promotor, . serta
Dewan Pengnji vang kami hormati. -
Dalam disertasi ini, kami beru-
saha mendiskusikan gagasan kedan
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latau rakyat dalam konstitusi dan
elz 1ya di Indonesia. Khu.»

" individualisme dan

Iektawsme Masalahnya kemudian,
baga;mana kepentingan  individu
dan kolektivitas  dikombinasikan
dalam’ gagasan kedaulatan rakyat
Indonesia yang dirumuskan UUD
1945, Kemudian bagaimana kese-
imbangan antara keduanya ini
dijabarkan:dalam praktek kebijakan
pernndang-undangan - Indonesia
setelah kemerdekaan. '
~Untuk menjawab pertanyaan--
pertanyaar ini, kami melakukan
penelitian  dokumenter.  Untuk
mengetahui latar belakang historis
perumusan - ‘gagasan kedaulatan
rakyat dalam UUD 1945 itu, kami
melakukan “penelitian  terhadap
dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan persidangan BPUPKIL
Kemudianrisalah-risalah, pidato-pi-
dato dan artikel-artikel yang ditulis
oleh para tokoh pergerakan kemer-
dekaan Republik Indonesia sejak
tahun 1930-an.
Di samping itu, kami joga

yang pernah berlaku di Indonesia;
. dan memperbaudingkan pula ketj
* konstitusi tersebut-dengan isi n

- -skah konstitusi - bexbaga; negar.
- -Baik ‘negara-negara liberal B
maupun negara~negara soszahs'

aiam kein}akan de~ :

kan peneiusuran ierhadap undang
‘undang, peraturan- peraturan’p
“‘meriniah dan peramrasa—peramran.
:"yaug ‘berkaitan.

Jiig : Z"dikénal éahgﬁ§ J-Y
;3 prinsipke"s'eimbang-- ' 3abarkan lebih -lanjut *gagasas

' dalam prakiek setelah kemerde
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melakukan studi perbandingan

terhadap tiga naskah konstitusi

- Semua itu adalah'untuk i
kedaulatan rakyat’ Indonesia

an sampai tahon 1980-an.

Hasil penclitian itu membe- " -

rikan fakta-fakia vang mepunjukan
bahwa kedaulatan rakyat Indonesia
yang dirumuskan dalam UUD 1945
mempunyai corak yang sangat khas.
Pertama, Banyak orang yang meng-
anggap bahwa gagasan kedaulatan
rakyat Indonesia tersebut lebil
bercorak kolektivistis. Tetapi peru--
musannya pada dasarnya didorong
dengan kuat oleh keinginan untuk’
membangun keseimbangan antara
individualisme dan kolektivisme."
Kedus, Gagasan kedaulatan rakyat
Indonesia it juga mengandung’
usaha atau semangat untuk meng-’
kombinasikan konsep demokrasi
politik, yang diterapkan dalam
tradisi negara-negara liberal Barat,
dengan konsep demokrasi ekonomi,
yang diterapkan di lingkungan
negara-negara  sosialis.  Kefiga,
Teori atau ajaran kedaulatan seba-
gai konsep mengenai- kekunasaan
teriinggi yang dianut dalam UUD
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tertmggx yzmg diatint dalam” uuD
eifnyata tidak saga menyang-
_ ' -mengenai gagasan
Yedaulatan -rakyat. - Tetapi juga
: 1 kedaulatan hukum dan
juga gagasan kedaulatan Tuhan

sekal_:gus ‘Hal itu berbeda dengan

titusi ‘negara-negara lain.

P Namun demikian, dalam pela-
“ksanaannya ‘seielah kemerdekzan,
ngat kombinasi:dan keseimba-
i tadi ternyata- ‘belum berha-
sﬁ diwnjudkan. Dengan melakukan

penelusuran terhadap: tiga naskah .

UUD yang pernah berlake di Indo-
nesia serta peraturan perundang--
undang i blda;:ag politik- maupun
ekonomi ‘sampai ‘tahun “1980-an,
dapat - diketahui ‘bahwa gagasan
kedanlatan rakyat * yang: semula
dianggap melipuii komsep demo-
krasi politik dan demokrasi ekono-
mi‘itu hanya dipahami dan dilibat
semata-mata sebagal konsep pohnk
saja.-

Kese;mbaugan ‘antara - indivi-
dualisme dan kolektivisme itu juga
belam tercermin di dalam kebija-
Kan' peruﬂdang-undangan kita
selama - iniDi * masa  demokrasi
pariementer, -misalnya. Ketika itu
ekonomi Indonesia dibangun deng-
an’-kebjjakan nasionalisasi yang
menandai’ arus “intervensi megara
yang ‘sangat kuat terhadap meka-
nismeé kegiatan ekonomi masyara-
kat.Kebijakan di lapangan politik
dikembangkan ke arah md1v1dua~
lisme,

Kemudian: éi masa demokrasx ter-
pimpin,-kebijakan nasionalisasi itu
semakin gencar dilaksanakan. Se-
mentara di lapangan politik, terjadi

arus balik ke arah kebijakan beagn.
rocratic collectivisim, :
"I masa demokrasi Papcasila;
harus diakui, banyak sekali koreksi
dan ‘perbaikan yang sudah dilaku-’
kan oleh pemerintah sejak awal .
Orde Baru. Terutama sejak dekade
yang terakhir, yaitu tahun 1990

peraturan perunc%ang -unid; -
sampai tahun 1980- an pada pokoku'
nya masih tetap didasarkan: :
cenderung meneruskan arus koiek-
tivisasi ‘yang terjadi sejak masa
sebelumnya. : o
Sebalikaya, di lapangan polmk
perekonomian terjadi arus balik ke
arah individualisasi dan Iiberalisasi
dengan diperkenalkannya,untuk
pertama kali -asas decontrol dan
debirokratisasi--pada tahun 1968,
Asas-asas ini dikembangkan iebih
tanjut dalam paket-paket kebijakan
deregulasi  debirokratisasi < sejak
tahun 1980-am, - tepatnya: 's'ejak
tahun 1983, -

Asag decontrol dan deblrokran-
sasi imenandai semakin -berku-
rangnya intervensi negara:dalam
mekanisme pasar. Dan (kebijaksa-
naan tersebut - Red.) berhasil
memberikan dukungan yang besar
terhadap kegiatan ekonomi masyas
rakat. Sayangnya, kebijakan perko-
perasian yang mencerminkan ga-
gasan kolektivisme rakyat tidak
mengalami proses yang -sama.
Akibataya, efisiensi yang berhasil
ditegakkan - hanya berpengaruh
pada peningkatan di sektor-kapi-
talis, Tanpa diimbangi oleh ke-
siapan strukiaral dari sekior kolek-




&4

tivisme rakyat. Karenanya, perkem-
bangan ini berbasil membangua
dukungan yang besar terhadap
sektor . ekopomi kapitalis tanpa
ditkuti dengan dulungan vang sama
besarnya-terhadap sektor ekonomi
rakyat’: kecil. . Dengan perkataan
lain; kebijaksanaan hukum di bi-
dang politik; sejak Indonesia, mer-
- deliaibergerak dari alam -pikiran
indiﬁduaﬂsme«ﬁb@mlisme ke arah
kolektivisme. -
Sedangken . .di bidang ekonoml
berkembang- dari koleltivisme ke
individualisme. Masalahoya kemu-
dian, bagaimanakah hal ini akan
lité -kembanglkan di masa yang
akan‘datang.

swflami: berpendapat bahwa
dalam rangksa pelaksanaan gagasan
kedaulatan rakyat d&i masa yang
akap datang, kebijakan hukum
Indonesia : dalam  bidang . politik
perin didemokratisasikan ke arah
individualisasi dan  liberalisasi.
Sebaliknya - dilapangan perekono-
mizn demokeatizasi itu hendaklah
dikembangkan ke arah kolektivi-
sasi. Demikianlah ringkasan diser-
tasi kam, Terimakasih, Wassalamu—
aia.tkum Wr Wh.

Rektoa' 3 'Sebagai penyanggah perta-
ma,  saya persilabkan Profl Dr.
Koesnadi Hardjasumaniri, SH.

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasu-
mantri, SH : Terima kasih Bapak
Rekior sebagai Ketua Sidang. Sau-
dara Promovendus, sava tertarik
dengan apa yang Saudara kemuka-
kan (dalam diseriasi - Red.) meng-
eazi UU Mo. 10/1992 tentang Per-
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kembapgan Kependudukan . dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera;
Sebagai Ketua Tim perundang-usn-
dangan kependudukan, saya sangai
menghargai  penilaian  Saudara
tentang ini. Dalam kaitan dengan
hal ini ada sedikit catatan atas
catatan -Saudara. Yaitu bahwa,
menurut: Sandara, naskah ran-
cangan uadang-undang terschut
tidak banyak mengalami perobak-
an. Barangkali, kalau dipandang
dari sudut subst:ansn, benayr demi-
kian. Tetapi yang lainnya cukup
banyak pervbahan. - Substansinya
tidak banyak mengalami perubahan
karena- RUU telah menampung
begitu banyak pikiran dari cendikia-
wan perguruan iinggi maupun dari
L5M (Lembaga Swadaya Masyara~
kat - Rad.}. -

Perianyaan saya pada Saudara
adalah:  bagaimana penelaahan
Saudara- terhadap - undang-undang
itu dikaitkan dengan penerapan
hak asasi manusia di Indonesia? |

Promovendus : Bapak Prof. D
Koesnadi Hardjasumantri yang
amat terpelajar. Meskipun UU No.
10/1992 ini lahir setelah tahun
1990, dan tidak menjadi fokus
perhatian dari disertasi kami, kami
anggap perlu untuk membahas
serba sedikit mengenai undang-un-
dang ini. Karena dia menandai
suaty  perkembangan, baru yang
terjadi di Indonesia. Di mana pera-
turan perundang-undangan yang
menyangkut hak asasi manusia
secarz lengkap dan samgat maju
dicantumkan dan  dirumuskan
dalam undang-undang ini.
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_-::_permasa]ahkan ialah

ap hal - ita - disebabkan
ain karena undang-undang

ang ini dianggap hanya sekedar
ngkut soal KB, soal keluarga
itera - dan  lain-lain. Padahal
substansi yang diatur undang-un-
dang ini sangat penting. Yaitu
sebagai (pemacn - Red.) individea-
lisasi demokrasi politikk di masa
vang ‘akan datang, - Hal tersebut
kami rekomendasman dalam diser-
tasi ini. .

Menurut kann memang ada
perdebatan dalam rangka pelaksan-
aan :konsep. hak asasi manusia di
Indonesia. Pertama, Menyangkut
persepsi- berbagai bangsa tentang
hak asasi manusia. Yang kedua,
menyanghkut pelaksanaan hak asasi
mapusia. Kami berpendapat bahwa
yang .dinamakan dengan hak asasi
manusia di mana-mana, secara
universal, tetap sama. Yang men-
jadi masalah ialah bagaimana per-
sepsi yang sama mengenai hak asasi
manusia itu dilaksanakan di ma-
sing-masing negara. Tentu harus
jugamempertimbangkan perbedaan
kuliural dan tingkat perkembangan

leh karena itu kami.meng-. . .
(undang-undang-Red.) ‘ini =

h tanda dari kemajuan di
___angsa ndonasm membe-
' ian:yang cukup besar .
ap' individualitas rakyat. -

teiah dllmdungi atau ‘tidak
.. dunginya hak asasi manusia
perlu, kita persoaikan -dalar
" itannya . dengan hubunga
_negara :

haﬁ saja. Kami L

iajikan ialah cleh BKKBN dan | ..
CKIH. Karena itu tidak .
nya konotasi politik. Undang«— >3 K.

- masing-masing negara. Kanﬁ.=.,jgga
-ingin mempersoalkan pelaksanaan
“hak asasi ‘manusia itu. Selama ini
_ “hak asasi manusia cenderung hanya
o5 dltemukan oleh sebagian dariima:

saatnya bangsa Indcmesz
menentukan ukuran-ukuran. Y
dipakai untuk menilai apakah suatn
negara sudah atau belum melaksa-
nakan hak asasi manusia. Magyara-
kat Fropa sendiri sekarang ini
sedang menga}auu krisis (perlindu-
ngan hak asasi manusiz -Red.) yang
luar biasa. Kita lihat dengan . terja-
dinya pembasmian etnis di Bosnia.
Bangsa-bangsa Eropa, yang konon
sangat beradab itu, tidak membe-
rikan perhatian sama sekali terha—
dap pelaksanaan hak asasi manusia
yang lerjadi di depan matanya
Bukankah ini merupakan peluang"
bagi bangsa-bangsa di Timur. se-
perti Indonesia (untuk memper-
juangkan hak asasi manusia - Red
- Inilah pendapat kami mengeﬁai
peiaksanaan hak asasi manusia. Te«
rima kasih.

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasu-
mantri, SH : Saya ingin menam-
bahkan sedikit. Tadi dikemukakan
mengenai cepat selesainya pemba



Hulkum dan Pembangunan

hasan UU No.10/1992. Itu bukan
karena masalah ini dianggap tidak
begitu’ berarti dari- sudut politik.
Tap; karena persamaan persepsi
antara pemermtah dan fraksi-fraksi
di' DPR. Persiapan dan pembicara-
asnnya RUU ind di DPR begitu
rupa. Sehingga cepat sekali meng-
arah kepada persetujuan. Sama
sekali tidak berarti bahwa hal itu
tidak punya konotasi politik. Dan
délém'kaiténnya dengan hal ity,
saya ingin berterima kasih kepada
para - cendikiawan,LSM, maupun
anggota DPR atas persamaan per-
sepsi yangada. Terima kasih,

Rekior : Sebagai penyanggah beri-
kut, saya persilahkan ProfDr.
Joewono Soedarsono.

Prof. Dr. Joewono Soedarsono:

Saudara Promovendus. Kedau-
fatan rakyat sebagai prinsip me-
mang diakui dan dipatuhi oleh
banyak konstitusi di seluruh dunia
dari berbagai ideologi. Tapi kita
tahu dalam - prakteknya rakyat
hanya berdaunlat pada waktn pe-
milu. Setelah pemilu rakyat tidak
lagi berdanlat. Bagaimanakah kon-
sep Saudara untuk menghidupkan
kedaulatan' rakyai antar pemilu?
Khususnya berhubungan dengan
prinsip negara hukom.

Promovendus : Bapak Prof Dr.
Joewono Soedarsono yang amat
terpelajar. Memang harus diakui
bahwa lebih dari 90 % konstitusi-
negara-negara di dunia mengaku
menganut prinsip kedaulatan rak-
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yato Tapl &erjadx .perbedaan : pe—
iaksanaan :kedanlatan-rakyat - di
masmg-masmg negara. Oleh karena
itnystimpul dilemmad. Apa
sebenamya yang dimaksud -dengan
kedaulatan: Iakyat itu:: Bagaimana
cara “kita “meéngembangkan

'ked_ulatan rakyat dil kalangan

warga - negarai. ~Agar - kedaulatan

rakyat ftu tidak hazzya difaksanakan.

sekali dalam lima tahun. Khususnya
dikaitkan dengan pemiliham umum.

" “Kalau ‘yang dipermasalalikan
ada'?ia_h:- kal tersebut, maka ‘gagasan
kedaulatan rakyat itn harus dibuda-
yakan' di - antara warga tiegara,
Dalamn -»mekanisme | kenegaraan
maupun di dalam mekanisme kehi-
dupan : ~kemasyarakatan; - budaya
kedaulatan rakyat harus d;l.em~
bangkan

~Orang - sering mendlskusxkan
pengembangan: kedaulatan rakyat
dilembaga - parlemen. . Lembaga
pariemen :: merupakan - lembaga
supra strakiur negara, Ada dua hal
yang’ perlu kita kembangkan di
dalamnya. Yang pertama, bagai-
mana’ gagasan kedaulatan  rakyat
dapat ~kita kembangkan melalui
pendekatan strukiural institusional.
Perlu -ada - perbaikan-perbaikan
yang terus menerus terliadap tata
tertib dan mekanisme penyusunan
keanggotaan MFPR dan DPR. Yang
kedua, bagaimana kita semua mem-
budayakan. gagasan = kedaulatan
rakyat itu dilingkungan supra stru-
kKturini. Baik di MPR maupun dI
DPR -

‘Selanjutnya, kita mengenal
cukup banyak organisasi kemasya-
rdkatan tumbuh berkembang di

67
linglunganmasyarakal. Lingkungan
organisasi kemasyarakatan mernpa-
kan infia struktur negara, Gagasan:.
kedaulatan mkya{ juga perlu: di-
kembangkan di sini. Ttu perly agar
ia ‘menjadi budaya dari Ecegiatan
bermasyarakat dan berorgamsasal
sehan -hari. . : -

Lebib daﬂ i, kalm 3uga _
usulkan: agar tetjadi kaitan antara’
budaya - kedaulatan - rakyat yang
dikembangkan. di tingkat. . .infra
struoktur - masyarakat. kita dengan
yang dikembangkan ditingkat supra
siruktur, Caranya antara lain.de-
ngan menafsirkan lebihk jauh‘kom-
posisi MPR. Salak satu komponen
keanggotaan MPR itn adalah utus:
an golongan. ~Agar anggota-MPR
benar-benar mencerminkanjelmaan
rakyat seluruboya, maka atousan
golongan, ‘utusan daerah, maupun
anggota DPR yang duduk di da-
lammnya hendaknaya - benar-benar
representasi  dari  lingkungannya
masing-masing. Demikianlah kami
menganggap hal ini sebagai ‘salah
satu caja uniuk membudayakan
gagasan kedaulatan rakyat itu:

Rektor : Saya persilahkan penyang-
gah Derikutnya. Prof. Dr.Hamid
Attamimi, SH. S i

Prof. Dr. Hamid Attamimi, SH-:
Terima kasih Bapak Rektor sebagai
Ketna Sidang. Saudara Promoven-
dus, saya ada tiga pertanyaan. Satn,
apabila Promovendus berpendapat
-- menurut saya juga dan menurut
semua orang yang membaca naskah
persiapan Undang-undang Dasar
1945 susunan Yamin -- Bung Karno
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dan Supomo tegas-tegas menentang
. individualisme. Begitu juga Bung
Hatta dan Yamin menentang indiv-
iduglisme. - Kemudian dalam men-
jawab: Bung ‘Karmo ‘dan Supomo,
Buag: Hatta mengatakan pokok--
-pokok »yang dikemukakan oleh
* Panitia Kecil perancang udang-un-
dang -dasar, saya setujui (Jihat Ya-
‘min:299). Maka sebenarnya antara
kedua belah pihak tidak ada per-
tentangan:: Perbedaan keduanya
hanya mengenai sistematika teknis
saja.: ¥aitu apakah - perumusan-
hak-hak asasi- manusia perlu di-
tuangkan: dalam unpdang-undang
dasar: vatau . cukup . dalam  un-
dang-undang -saja. Maka setelah
masing-masing pihak: menyam-
paikan - argumentasinya, -Supomo
kemudian. - menyampaikan  usul
kompromisyang tidak bertentangan
dengan - sistematika Rancangan
Undang-undang - Dasar.  Yakni
sebagaimana ' tercanium = dalam
pasal 28:UUD 1945 sekarang ini.
Pertanyaannya ialah: mengapa,
dalam halaman 71, Promovendus
mengatakan “bahwa Bung Karno
dan Supomo, untuk konsisten de-
ngan pemikiran integralistik, me-
nolak hak-hak-asasi manusia. Pada-
hal rumusan pasal 28 UUD 1945
adalah usul Supomo. Kemudian,
mengapa - Promovendus bahkan
lebih jauh lagi menarik kesimpulan
dalam -halaman 72 bahwa kedua
belah pihak, yaitu Sukarno-Supomo
di satu pibak dan Hatta-Yamin di
pihak lain, pada pokoknya men-
cerminkan perbedaan pemikiran
mengenai konsep negara kekehiar-
gaan yang semula bernama negara
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integralistik itn. Jarap promo-
vendus bersedxa memberi penjeﬁa&
annya nanii, '
Pertanyaan yang kedua Dalam'
halaman 81 dan 82 tampakaya
Promovendus mengalami kesulitan
untuk memahami bahwa MPR juga
memang berada “di’ atas UUD;
Promovendus menggunakan argu-
mentasi ‘sebagai berikut: .. karena
secara historis UUD'45 unink per-
tama kali tidak ditetapkan oleh
MPR. Dan ketika berlaku kembali
tahun 1859.tidak “ditetapkan oleh
MPR.  juga.  Lalu Promovendus
berkesimpulan UUD ini tidaklah
dibuat dan ditetapkan oleh MPR!
Anda juga - berpendapat, secara
teoritis penetapan UUD bare atau
perubahannya harus didasarkan
pada UUD lama. Pertanyaan
saya adalah: Bagaimanakah penaf-
siran Promovendus tentang ke-
tentean pasal 3 UUDMS yang ber-
bunyi: "Majelis Permusyawaratan’
Rakyat menetapkan UUD"? Bagai-
manakah .dengan Ketetapan MPR'
No.I Tahun 1983, pasal 104, yang
masih berlaku itu, yang menyatakan
bahwa MPR berketetapan memper-
tahankan UUIY457 Apabila pene-
tapan suaiw undang-undang harus
selalu -didasarkan kepada UUD
yang lama, bagaimanakah dengan
UUD’45 ketika pertama kali ber-
laku? Haruskah didasarkan kepada
UUD Hindia Belanda,. atau UUD
Balatentara Dai Nippon? Atau
ketika kembali -ke UUD 45pada
tahun 1959, haruskah didasarkan
pada UUD Sementara tahun 19507
Apakah karena tidak dapat mene-
rima teori vang mengatakan MBR
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dapai berada :di-atas: UUD dan
dapat. pula berada «di:bawahnya,

laks Promovendus menarik kesims,

pul_a;_n ‘begitu saja dengan mengata-

kan dalam halaman: 82:..... dengan-

demikian - dalam:: . sistem - keiata~

negaraan Indonesia, prmszp supre-
ma’sx MPR dan supremasi konstitusi-

n secara bexsamaau

éan Bab IV dlsertam ?romovendus
yang dipadatkan dalam kesimpulan
angka -5, : Promovendus mengemu-
kakan ‘bahwa kebijakan hukuom -
yang.: dimaksed - muagkin - .politik
hukum. -- yang diterapkan dalam

Negara Republik Indonesia beru-

bah-ubzh.Dalam . bidang. ‘politik
Berubah dari individualistis ke arah
kolektivistis, Dalam bidang . ekon-
omi. berubah dari kolekiivistis ke
arah sindividualistis. Promovendus
sependapat . dengan saya .bahwa
pengembangan - peringkat  hukum
yang lebih rendah tidak bolek ber-
tentangan dengan vang lebib tinggi.
Atau dalam bahasa thesis Promo-
vendus babhwa pengembangan per-
undang- “undangan " tidak bolek
bertentangan ‘dengan - Pancasila
dan UJUD45. Maka bagaimanakah
pendapat promovendus mengenai
dua hal yang akan saya tanyakan
ini. Apakah dapat dibenarkan per-
kembangan kebijakan hukum yang
bertentangan dengan atav menyi-
mpang dari Pancasila -dan UUD
457 -Fika Promovendus tidak mem-
benarkan, maka pertanyaan kedua
tidak . perlu dijawab. Tetapi jika
promovendus membenarkan dan
menyetujui . penyimpangan  iiw,
maka saya berianya: Apakah ada

batas-batasnya bagi penynmpangam:-
im?. Temna kasﬂz B

?mmfwendus : Bapak Prof Dy
Hamid Attamimi yang amat terpe-
lajar. - Perdebatan - antara. "Bung
Karno-Supomo - dengan - Yamin-;
Haita kami hubungkan di sini de-
ngan paham -individualisme  dan
kolektivisme. Perdebatan itu berta-: .
lian ‘dengan ketemtuan pasal. 28:
UUD45. Lebih jauh lagi, menya-
ngkut jalan pikiran dari masing-ma::
sing pihak tersebut dalam meru-’
muskan cita-cita kenegaraan Indo- :
nesia, i

“Memang, . secara Pohtzs ada.
keengganan di antara kita umiuk:
berusaka melihat adanya perbeda--
am, secara prinsipil atau tidak:prins--
ipil. Dan kecenderungan yang-ada
bagi kita adalah untuk berusaha:
melihat tidak adanya perbedaan di
antara kedua kelompok pemlkuran_.
ini.
Akan tetapi kalau kita peiajan‘--
perdebatan-perdebaian  yang: me-
mang sungguh ferjadi di -dalam
persidangan-persidangan BPUPKI,"
memang ada perbedaan di antara:
Hatta-Yamin di satue pihak, dengan
Supomo-Bung Karno di lain pihak.

Misalnya, secara keras -pada:
snatu- hari - Yamin mengsatakan
dengan memukul meja, "Rumusan-
hak asasi manusia itu pokokaya -
harus tetap dicantumkan di dalam:
naskah konstitusi!” Bahkan, me-
nurtt pendapat saya, perbedaan i
antara aliran pikiran yang mem-
pengarubi mereka itu telah ada.
jauh sebelum masa BPUPKIL Hal
ita dapat kita lihat apabila kita
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telusuri = ‘perdebatan-perdebatan
intefekival yang terjadi di antara
para tokoh pergerakan ini. Supomo
dan Bung Karno mulanya sangat
konsisten: ‘mempertahankan teori
kekelnargaan -atau teori integralis-
tik::~ yang oleh Supomo dikatakan
berasal*dari Hegel, Spinoza, Mul-
ler;» danslain-lain. Memang tidak
relevan sunink membicarakan hak
asasivmanusia dalam sistematika;
cara:‘berpikir dan cara pandang
teori integralistik dan teori keke-
luargaan ini. Karena secara inklusif
di “dalamnya. sudah ierkandung
perlindungan terbadap bak asasi
manusia itw. Oleh karenanya, me-
nurut mereka,tidak perlu lagi diru-
muskan secara tersendiri-di dalam

UUD45. -Inilah jalan pikiran dari

Supomo, Bung Karno dan lain-lain,
yang menyebabkan mereka ber-
keras:menolak hak -asasi manusia
dicantumkan  dalam  konstitusi.
Jalan pikiran tersebut tidak salah,
apalagi-kalau mian konsisten de-
ngan pemikiran tersebut.

- Sebaliknya, Bung Faua dan
Yamin- berkeras - untuk meng-
hindarkan jangan sampai Negara
Republik Indonesia yang: akan
didirikan itu'menjadi negara kekua-
saandi suatu hari. Maka perlu ada
jaminan yang tegas di dalam konsti-
tusi: - Karena- itulah hal ini (pasal
hak asasi manusia - Red.) dirumus-
kan. Meskipun sedikit jumiahnya,
tetapi itu menandai masuknya jalan
pikiran yang menurat saya menye-
babkan terjadinya keseimbangan
antara individualisme dan kolek-
tivisme itu. Sebab kalau kita mem-
perbandingkan berbagai konstitusi

Hukwm dan Pembangunan'

di dupia, tradisi mencantumkan
materi susunan politik adalah tra::
disi kontitusi negara-negara liberal:'.
Yang diatur hanya susunan politik’
saja. Kemudian mekanisme hu-:

bungan antara negara dengan rak-

yat, dalam kaitannya dengan hak.

asasimanusia juga dipentingkan

sekali. Jadi ada dua hal yang sangat

mendasar dalam konstitusi negara--

negara liberal. Pertama, susunan:

politik. ' Dan yang kedua, hak-hak
asasi manusia harug tercantum &

dalamnya. Tetapi sebaliknya dalam:
konstitusi megara-negara ~sosialis-:
-komunis, konsep hak  asasi tidak’
begitu  populer. Kalaupun adaj®
dirumuskan dengan cara yang lain; -

Tetapi gagasan kedauolatan rakyat
yang mereka kembangkan bahwa

susunan politik konstitusi negara-=.
negara sosialis itu, selain memuat-

susanan politik dari- negara, juga

memyat susunan  sosial-ekonomi.

Bagaimana susunan masyarakat dan
susuan sosial-ekonomi harus dikem-
bangkan, diatur di dalam konstitusi-
Inilah yang kami sebut sebagai dua

tradisi yang dihimpun oleh para:

pendiri Republik Indonesia di
dalam gagasan kedaulatan rakyat..

Disatu pihak mereka mencan-
tumkan ide demokrasi ekonomi,
sebagaimana lazimnya di negara--

negara sosialis. Tetapi konsep hak’

asasi manusia dengan tegas diru-
muskan. Ini menyebabkan terja-
dinya keseimbangan di dalam kon-
sep kedaulatan rakyat Indonesia
yang dirumuskan dalam  UUD
1945,

Jadi menurut kami, memang
tetap ada perbedaan meskipun

L
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mungkxn tidak terlalu berbeda, Dan
secara ;teoritis.: memang ; berbeda.
Ha 2 yang dipersoaﬁcan oieh

dalam teorl Supomo atau t;dak
Mg:x_;umt -pendapat .. saya, . tidak
terlalu relevan buat . kita memper-
soalkan ada tidaknya unsur Hegeli-
an, Atau,, ada tidaknya pengaruh
totahtanan dan . sebagainya. . i

Menurut pendapat saya, teori ne-
gara integralistik itu- dalam perde-
batan—perdebatan intelektual - di
aptara para pendiri Republik Indo-
nesia. haruslah /kita pahami tidak
secara. apa; adanya. Arttinya. kita
lapgsung . mengambil. Xesimpulan
bahwa:. negara -kita ini menganut
teori. A, .atau teori B. Tetapl dis-
course theorities seperti ini harus
kita Hihat sebagai bagian dari usaha
dan . semangat peadiri Indonesia
untuk:membangun keseimbangan
antara individualisme dan kolek-
tivisme jiu. Selanjutnya, terhadap
pertanyaan mengenai-hirarki per-
undang-undangan kami sependapat
dengan. Bapak Prof. Hamid Atta-
mimi.. Memang hirarki peraturan
perundang-undangan. di Indonesia
menghendaki agar peraturan per-
undang-undangan yang berada di
bawahnya tidak boleh bertentangan
dengan . peraturan perundang--
udangan yang berada di atasnya.
Karena itu, dalam hal ini, perkem-
bangan . hukum tentu saia tidak

boleh menyimpang dari Fancasﬂa :
Dan juga tidak boleh, menylmpang-
atau. berientangan ~dengan UUD
1945 yang merupakan hukum das: T
yang . mendasari -~ semua. polm}i
hukum kita. .

.- ¥ang menjadi masalah
pembatasan Suatu peraturan per
dang-undangan. Sudah atau tidak
menyimpang. Sepanjang menya
kut soal pelaksanaan gagasan keda- -
ulatan_ rakyat, kami berpendapat
babwa hal ini tergantung dari ba-
gaimana kita memahami kembali
secara utuh semangat yvang dikan—
dung di dalam Pancasila dan. sema-.
ngat vang dikandung di _dg}a:;;
UUD 1945. Apabila kita berpen-
dapat bahwa- secara ideologis
UUD'45 itu menganut kolektivisme
maka octomatis penafsiran. }uta_
tentang ukuran yang harus @i~ - ..
terapkan - dalam menilai peratur-.
an-peraturan yang berada di bawah
UUD . akan sangat bergamung
kepada cara pandang kita dalam
menafsirkan pabam yang  dianut
dalam UUD 1945 it

Tetapi, apabila kita tidak ter~
paku kepada cara pandang sebagai-
mapa saya sebutkan itu, maka tenm'
saja cara pandang ini akan sangat
mempengaruhi cara kita mengukur
sejauh . mana pelaksanaan dari
politik hukum selama ini. Sudah
menyimpang atan tidak menyim-
pang dari Pancasila dan UUD
1945. .

Kemudian yang ketiga. Menge-
nai penetapan UUD. Apakah selaln
UUD yang satu harus didasarkan
kepada UUD yang berlaku sebe
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lumnya. Sejak  Indonesia merdeka
dan menetapkan UUD 1945, maka
semua produk hukum yang ditetap-
_kan harus didasarkan kepada kons-
titusi"yang sudah berlaku, Namun
demikian, tentu saja harus kita
pahami bahwa di dalam peralihan
- kekuasaan,  katakanlah = misalnya,
‘antara Repubhk Indonesia ke Re-
“publik Indonesia Serikat, sepanjang
menyangkui 'soal UUD 1945, itu
hanya“ berlaku di lingkungan wi-
layah™* Republik Indonesia saja.
Namun demikian, di dalam per-
gantlan ‘UUD dikenal juga teori
yang' uamannya ‘teori revolusi. As-
tinya, selain UUD itu bisa diganti
dan ‘diubah sesuai dengan hukum--
hukum konstitusional, UUD juga
bisa diganti dengan revolusi. Dalam
hal ini, pada tanggal 17 Agusius
1945, 'yang berlaku adalah hukum
revolusi. Oleh karena it tidak
perlu didasarkan pada konstitusi
(hukum) Belanda. Terima kasih.

Rektor : Penyanggah berikuinya
adalah Dr. Tahir Azhary, SH.

Dr. “Tahir "Azhary, SH : Terima
kasih. * Saudara Promovendus, ada
dua’hal yang sangat menarik yang
saudara ungkapkau dalam disertasi

saudara. Yaitu tentang rumusan

alinéa ketiga Pembukaan UUD
1945 ‘yang berbunyi "Atas berkat
rahmat Allah Yang Maha Kuasa...",
halaman 61. Juga perumusan pasal
S UUD 1945, tentang Sumpah
Presiden dan 'Wakil Presiden vang
didahulmi oleh kata "Demi Allah

saya bersumpah..", halaman 62.
Adanya perkataan Allah dalam

Hukum dan Pembangunan

kedua rumusan itu merupakan ciri
khas UUD 1945. Barangkali Sau-
dara Promovendus sepandangan_
dengan saya baliwa Indonesia ses
cara konstitusional disebut sebagai
suatu Nation State. Dalam hal ini
lebih tepat disebut spesific and
unique modern nation state yang
membedakannya dengan negara-
negara  sekuler. Lahirnya kedua
rumusan tadi ientu ada latar bela-
kang ungkapkan dalam disertasi
saudara. Apakah kedua rumusan
ita dapat dipandang sebagai hasi
urun rembuk para pendiri Negara
Republik Indonesia yang kita cintai
ini terntama dari kalangan Islam?"

Yang kedua. Saudara menye-
butkan: bahwa dalam UUD 1945;
ada sejumlah konsep yaitu Kema-
haesaan Tuhan, Kemahakuasaan
Tuhap, kedaulatan Tuhan, kedau-
latan hulcun: dan kedaulatan rakyat
(halaman 62 dan seterusaya).
Dilihat dari sudut Islam konsep itu,
menurui  saudara, sangat mirip
dengan Islam. Bagaimana Saudara
memahami hubungan konsep-kon-
sep tersebut? Apakah bersifat hi-
rarkis subordinatif sehingga dapat
ditafsirkan “secara keliru sebagai-
mana dipahami - oleh, misalnya
Wilhouser(?) “sebagai suatu Teo-
krasi? Atau sebaliknya? Kedaulatan
Tuhan itu merupakan sumber ter-
tinggi dari segala bentuk kedau-
latan termasuk kedaulatan rakyat
dan hukum. Bagaimana pula hu-
bungannya dengan salah satu prin-
sip demokrasi Islam yaitn musyawa-
rah dan juga posisi manusia sebagai
khalifah Allah? Yang ketiga. Pada
halaman 280 Saudara mengutip
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pasal 34 ULID. 1945, “Falar miskin,
dan anak-a nal_c terlantar dlpehhara-
oleh negara’. Apakah hal ini meru:.

Atan ﬁerupakan heban masya--
rakat'? ‘Lebih slanjut,: di hhat dari.
sudut Hukum Isiam, ada beberapa_,

.lembagia sosaal Isiam Dismgkat '
dengan ESL Mlsahlya zakat, infaq,:

sadaqoh, - waqgaf,. dan pengaturan

1.5 tersebut, terutama zakat, agar:

fakir: miskin dan-apak-apak ier-

lantar dapat ditmgkatkan kesejah-
Megara -Republik.
Indonesia mr? Sekian tenma kasﬂl _

teraannya-;.

i-"romp_vgndus 5 Bapak-.Dr,- Mglham_-
mad Tahir Azhary, SH, yang amat

terpelajar. Mengenai ' pertanyaan
yang pertama. Kami berpendapat

bahwa asal usul perumusan terse-
but. imemang berkaitan .dengan;

sejarah mengenai-:Piagam jakarta,
Begitu -juga perumusan. pasal 29

UUD 1945 berkaitan dengan diha-.

pusaya tujuh kata yang kita kenal
dengan bagian dari naskah Piagam
Jakarta itu. -Oleh karema itu, me-
mang, diakui bahwa -Piagam Jakar-
ta.itu -menjiwai Pembukaan UUD
1945 Karenanya,  dalam. . usaha
untuk - menafsirkan . makna..dari
UUD - 1945, khnsusnya yang ber-
kaitan dengan Pembukaannya, mau
tidak mau jiwanya tersebut (Piagam
Jakarta '~ Red) juga harug kita
pelajari kembali. Sehingga dengan
demikian kita dapat memahami apa
yang terkandung (secara historis -
Red.) di dalam perumusanUUD.

Baik Pembukaan ‘mavpun. Batang:
Tubuhnya secara  univh.Kemudian.
yang.kedua. . Rumusan yang
ayangkut konsep Kamahaesa
Tuhan dan Kemahakuasaan Tuhan :
yang. kami kaitkan. _dengan :teon,-'.
Kedauiatau Toban, - Menurut p _
dapat kami, asas Ketuhanan Vang -
Maha- Esa . dalam- sila pertama
menjadi sumber i inspirasi dan_ _
musan sila-sila yang ain. Sebagai-
mana .diakui oleh. Hatta, rumusan
sila pertama Pancasila.adalah _'
pertama.. dan sila utama yang me-
nyinari sila-sila yang lain. Karena
itu memang, kita dapat mengatakan
bahwa asas Ketuhanan Yang Maha
Esa dan - sekaligus -‘Mahakuasa itu-
juga.berkaitan:dengan, paham dan_:
teori atan.gagasan mengenai. ke
daulatan rakyat, kedaulatan hukum,:
dan lain-lain.Sehubungan dengan:
penafsuan atas konsep. Kemaha-.
esaan Tuhan ini, ada dua Xata yang,
menarik - diruimuskan . secara. ber-,
beda dalam UUD 1945, Pertama
jalah Tuhan Yang Maha Esa:
Kedua ijalah Tuban Yang Maha;
Kuasa.. Kita berbicara mengenai
kedaulatan.  Dan hal jtu adalah
konsep mengenai kekuasaarn yaitu
keknasaan. . testinggi.Sementara
{dalam alinea Letiga - Red.) Pem-
bukaanp UUD 1945 disebutkan: *
Dengan Rechinat Allah Yong Maha
KEnesa...". Bangsa Indonesia dengan.
demikian - menyatakan penga-
knannya. Bahwa sesungguhnya vang
maha, maha kuasa itu, yang maha
memiliki kekuasaan pada hakek-
atnya ialah Tuhan Yang Maha Esa.
Ini satu hal yang perlu kita catat. ..
Yang kedua, dengan konsep.
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Kemahaesaan Tuhan, ' Di-dalam
ajaraﬂ”'ls'lém vang  dimaksud de-

ngan konsep Kemahaesaan Tuban-

itu'adalah konsep Tauhid, Konsep
itn “mengandung implikasi. Yang
perfama, ‘sémua manusia hanya
3n1emutiakkan Tuhan Yang Malia-
esa) safi-satunya vang dipandang

- mutlak’ hanya Tuhan Yang Maha

.--Esa ‘Konsekuensi‘lebih lanjuidari

itw adalah: “dilvar Tuhan Yang

Maha ‘Esa-tidak satupun yang mu-
tlak. “Artinya, proses pemutlakan
Tuhan™di satu pihak, ‘dan pere-
{atifani semua manusia dan semua
mahluk yang ada. Karenanya di
dalam pemmusan Pancasila, se-
telah Ketuhanan Yang Maha Esa,
langsang sila 'kedua.Sila "Kemanu-
siaan yang adil dan beradab”. Hu-
bungan kemanusiaan,  dan hu-
bungan’ kenegaraan, diwujudkan
dalam pandangan kita mengenai
kedaulatan rakyat. Inilah bedanya
antara’ konsep ‘kedaulatan Tuhan
yang dirumuskan dalam Pancasila
dan UUD 45 déngan konsep Teo-
krasi. :

Kita ‘tahu babwa dalam konsep
Teokrasi yang "diterapkan sejarah
Barat, kedaulatan Tuhan itu dijel-
makan’ di dalam kekuvasaan raja.
Konsep kedaulatan Tuhan ite dijel-
makan “di “dalam hukum. ~Pada
gilirannya, hukum ~itupun - ditaf-
sirkan oleh ‘penguasa. Dalam hal
ini juga raja. Karena itu kemudian,
raja menganggap dirinya wakil dari
Tuhan. Sementara di dalam pan-
dangan Pancasila dan UUD 1945,
konsep kedaulaian Tuhan itu men-
jelma langsung ke dalam semangat
egalitarianisme ~ kerakyatan. Se-

Hukum dan Pembangunan'™

mangat kemanusiaas yang adil dan.
beradab. VYang diorganisasikan:
dalam hubungan kemanusiaan dan
hubuangan  kenégaraan — melalui-
mekanisme kerakyatan yang dipim-
pin oleh hikmat kebijaksanaan-
dalam permusyawaratan dan perwa::
kilan. Ini penidapat kami mengenai
kedaulatan Tuhan. Dengan demi-:
kian memang dianut kedaulatan::
Tuhan di dalam UUD 1945, Tetapi
bukan Teokrasi sebagaimana per-:
nah diterapkan di dalamse_;arah--
Barat. :
Kemudian yang ketiga’ yaitu
pasal 34 UUD 1945 dan kaitannya
dengan zakat, Dalam penafsiran:
Hazairin mengenai sila pertama’
Pancasila, implikasi sila tersebut
serta implikasi pernyataan pasal 29
UUD 1945 -- bahwa Negara berda:
sarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
-- adalah segala sesnatu dari ajaran’
agama yang pelaksanaannya mem-
butnhkan dokungan strukiur biro-
krasi negara. Pemerintah wajib
memberikan dukungan terhadap
pelaksanaan ajaran agama yang
menunjang pembangunan. Yang
menunjang © usaha meningkatkan
keimanan dan ketagwaan bangsa
Indonesia. Yang sesual dengan
tujuan  pembangunan  nasional.
Sepanjang diperlukan bantuan dari
negara; maka negara wajib menye-
diakan bantuan yang serupa itu. Ini
menurut penafsiran Hazairin. Oleh
karena itu, lembaga zakat yang
dikenal dan menjiwa kegiatan
hidop  sebagian terbesar bangsa
Indonesia juga memerlukan du-
kungan pemerintah. Agar pelak-
sanaannya tmenjadi lebih efisien,



. Promasz Do!ctar:-:-

lebih baik-dan: lain-lain... Hal, ini
berka;tan dengan pelaksanaaﬂ pasal

34 .dan. pasal 33 UUDM4S," yang
merupakaa bagiandari kousep atail
policy --mengenai . kesegahtcraan__

sosial. dalam: UUD’45 Pemerintah,
berkaitandengan pelaksanaan pasal

34 tersebut; sudah selayaknya mem-

berﬂqan ‘dukungan bagi elaksa-

hlmpunan dan pendayagunaan
zakat.:

Akan te‘tapi, sekarang ini: kata.
mencatat ‘bahwa;; -dibidang’ politik
dan - ekonomi, - terjadi -+ perkem-
bangan-perkembangan.Dibidang
politik: terjadi dssue’ demokratisasi
dan:hak- asasi.mannsia. D bidang
ekonomi - kita:. menghadapi ' tan-
tangan privatisasi diseluzuh dunia.
Kedua issue-ini sebemarnya ber-
kaitan erat dengan munculnya satu
etika . ‘baru - menjelang . abad-21.
Yang: mempunyai: implikasi.pada
berkurangnya:peran dan intervensi
negara terhadap kegiatan masyara-
kat: Sementara di sektor-sektor lain
kita-sedang mengalami deregulasi
dan debirckratisasi, Maka ada
persoalan. mengenai = bagaimana
pengelolaan pengorganisasian za-
kat. - Bagaimana campur - tangan
negara. -Hal itu selama ini sudah
menjadi kewenangan dan otonord
masyarakat sendiri. Kami berpen-
dapat “bahwa - SKB' (Surat ‘Kepu-
tusan- Bersama - Red.) yang dike-
harkan oleh Menteri Agama dan
Menteri Dalam Megeri baru-bam
ini--~:yang menganjurkan supaya
disetiap propinsi sibentuk BAZIS
(Badan Amal, Zakat, Infag dan
Sadagoh - Red.) -- sudah meru-

: ;:pengorgamsasxan, : -,ﬁ;eng»_-

T5

pakan upaya negara untuk: membe-;_
rikap  bantuan . dalam . batas-batas.
terteniu. Arnnya memben ban _
teiapi ietap memberikan . oto; .
kepada: BAZIS-BAZIS untuk er~_
kembang. . .dan. - mengembangkan_'
dirmya sendm & R

Rektos- Saya persﬂahkan b
kutnya adalab-seorang Guru
dari Universitas Padijajaran, - Pro
Dr Sn Soamanm, SH.

me Dr. Sn Soamanm, SH :
dara -Promovendus. - Saya . mgm
mempermasalahkan  dalil pertama
yang - Saudara kemukakan.. .Di
dalam dalil pertama, Saudara me-
ngatakan bahwa -menjelang abad
ke-21 konsep- kenegaraan mengala-
mi: pergeseran.. Yaitu dari.corak
Negara . Kesejahteraan (Welfare-.
state) ke corak Negara Swasta(Pri-
vaistate); konsep. terakhir ini mirip
dengan konsep Negara Jaga Malam
di abad ke-19. Kita mengetahui
dari rumusan Pembukaan UUD
1945, alinea keempat, bahwa.ne-
gara kita adalah negara k&sgjah;-_
teraan. :Oleh karena itu, kalau dalil
pertama Saudara anggap - benar
berlaku, apakah ini berarti bahwa
Pembukaan UUD itu harus. kita
rubah? Bagaimanpa implikasi dari
dalil pertama itn? Terima kasih. .

Promovendus: Bapak Prof Dr. Sl
Sumantri, SII, yang amat terpelajar:
Sengaja kami beri tanda petik di
pada kata "swasta" dalam dalil
mengenal pergeseran konsep kene-
garaan dari corak Nepgara Kesejah-
teraan ke corak Negara Swasta,
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Dan ini kami anggap mirip dengan
konsep Negara Jaga Malam [Nach-
twachierstaat] yang berkembang
pada abad ke-19. Sebagaimana kita
ketahui, munculnya konsep Negara
Kesejahteraan merupakan reaksi
terhadap kelemahan- kelemaban
dari diterapkannya atan berkem-
bangayakonsep Nachtwachterstaat.
Yang prinsipnya adalah "the best
government is the least govern-
ment”. Semakin banyak campur
tangan pemerintah, semakin buruk-
lah negara itu. Dan semakin sedikit
campur ‘fangan negara, semakin
baiklah negara itu. Itu di dalam
paham atau konsep Nachtwachter-
staat. Akibatnya, menjelang abad
ke-20 muncul konsep negara kese-
jahteraan yang menganggap negara
harus campur tangan untuk menga-
tasi proses kemelaratan yang terja-
di. Untuk membantu menanggulangi
kemiskinan yang muncul di mana-
-mana. Akan tetapi, menjelang
abad ke-21, intervensi negara seba-
gai akibat dari dikembangkannya
konsep negara kesejahteraan itu
menghadapi kritik
vang luar biasa. TItulah bukti dari
munculnya gelombang demokrati-
sasi. Yang disebut oleh Huntington
sebagai the third wave of democra-
tisafion Juga munculoya gelombang
privatisasi di seluruh penjurn dunia
sekarang ini. Kami tidak mengusul-
kan agar Pembukaan UUD 1945
itu ‘diubah. Akan tetapi, dalil ini
kami pergunakan untuk menjawab
tantangan vang harus dihadapi oleh
Bangsa Indomesia. Agar prosss
yang selama ini sudah berlangsung
. -- vang kami kemukakan bahwa di
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bidang politik terjadi proses kolek-
tivisasi dan 'di bidang ekonomi
terjadi  proses individualisasi --
harus kita hadapi. Juga tantangan
yang dihadapkan terhadap kiia
akibat perkembangan global (dewa-
sa) ini. Biasanya, pemerintahan (di
banyak negara) lebik mudah mene-
rima gagasan dari luar, Yaitu me-
ngenai perubahan ekonomi dari
negara-negara yang sudah lebil
dula maju.  Tapi sebaliknya, bila
perubahan itu terjadi di bidang
politik biasanya respon pemerinta-
han di banyak negara bersifat resis-
tensi., Kalau ini terjadi, kami kha-

watir bahwa kita akan (semakin -

Red.) menutup diri di bidang poli-
tik. Sehingga menyebabkan kebi-

jakan hukum di Indonesia dalam -

masa mendatang semakin kolek-
tivis. Sementara itu, di bidang eko-
nomi yang kita khawatirkan adalah
liecenderungan proses individuali-
sasi yang sudah berlangsung selama
ini akan semakin individualistis. Tty
dapat terjadi bila kita bersikap
pragmatis. Apa saja yang maju
{(berkembang -Red.) di luar ingin
kita coba terapkan di negara kita.

Rektor: Penyanggah terakhir adalah
seorang ahli ekonomi.Saya persilah-
kan Prof. Dr. Sri-Edi Swasono.

Prof. Dr. Szi-Edi Swasene : Terima
kasih. Saya adalah ko-promotor
acara ini. Jadi pertanyaan saya
akan sedikit berbeda dengan per-
tanyaan yvang lain. Sehubungan
dengan hadirnya Bapak Kyai Haji
Hasan Basri, coba Sandara uraikan
tentang kedauvlatan rakyat yang

s,
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: be;.ﬁéitéﬁ"; deﬁgan ‘hak:asasi. Dan
bahwa UUD ‘kita' memuat’ dasar
. dari segaia ‘dasar_hak asasi. Yaitu

E(arangan' saya. ditambabkan “«di
sama.

’i‘enma kasxh

Pmmavandﬁs Bapak Prof Dr
Sri-Edi Swasono yang amat térpela-:

jar. Menyangkut pertanyaan “yang
pertama Kita sama-sama’maklum

bahwa Negara Republik Indonesia’

adalah ‘Negara yang: berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. “Ini
dicantamkan dengan t&gas di dalam

pasal 29 ‘ayat (1) UUD 1945. Ke-

mudian; “ayai(Z)juga -menyatakan
dengan “tegas mengenai - ‘prinsip
kemerdekaan beragama.

-Sehubungan ‘dengan ‘pasal ‘29

UUD 1945 di atas, secara iegas
dianut =balwa “Negara - Republik

Indonesia : mengakui - Ketuhanan.
Yang Maha Esa.-Ttu-adalah "dasar”

darimegara kita. Dilain pihak; kita
juga mengakui keragaman dan
perbedaan kehidopan beragama di
Indonesia. Maka prinsip lakum
dinukum  waliadin itv ~memang
dijamin di dalam UUD 1945, Tiu
merupakan jaminan terhadap hak
asasi manusia di bidang kehidupan
beragama. - Oleh karena itu, apabi-
la’kita -kemukakan bahwa UUD
1945 "juga menganut gagasan ke-

Mlak -dinulanvealiadin (untuemi’
o, unikkil sgamalknflebes.
1 "emgama--Rea') ‘Lalu yang
wya ingin mendapat penje-
L erakhir saya bertemu dang-
~an Saudara adalah tiga:bulan yang
“lalu: Mengapa tahu-taliu-adapern- .
"baha blbhografz’? Adadua bular

Coba Saudara Jeiaskan'
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daulatan Tuhan: -- sélain keéau-:’f' :
latan rakyai-dan kedaulatan hukum
-~ ini‘tidak serta merta harus dipa-
hami sebagai .gagasan’ kedan}atan:'-
Tukan dari satu pandangan keaga- -
maan saja. Tapi ini adalak gagaszan
kedanlatan Tuhan-dari semuz b
ngsa -Indonesia. Seluruh  Bangsa .
Indonesia memang diakui sebagai’
bangsa yang ber- Tuhan., Bahka:
UUD 1945 mengatakan, bukan saj
Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan::
Tetapi, Negara Republik Indonesia_
adalah negara “yang berdasarkan
atas Ketuhanan Yang Maha Esal
Kemudian yang kedua. Mengenai
dafiar kepustakaan. Semula me-
mang ‘kan : tidak mencantumkan:
(tulisan Prof. Dr. Sri-Edi Swasono):
di dalam daftar kepustakaan. Bah-
kan juga di dalam.bahasan ‘kami
pada naskah- disertasi. Bukan ka-
rena kami tidak tahu. Akan tetapi;
setelah melakukan penelitian pa-
njang * iebar - mengenai gagasan®
kedaulatan rakyat ini, kami berpen-
dapat ‘bahwa . Prof. Dr. Sri-Edi
Swasono bamyak -mengembangkan:
gagasan Kedaulatan: rakyat. Yaiti:
meliputi konsep demokrasi politik
dan demokrasi: ekonomi. Hal/ini
dikemukakan secara ilmiah'.di
depan forum -ilmiah. Khususaya.
pada pidato - pengukuhan Beliaw
sebagal Guru Besar. Oleh. karena
itu, mau tidak mau, kami-menga-
nggap perlu-untuk mencaniumkan:
pidato pengukuhan tersebut daiam;
disertasi kami. s

Pedel : Waktu kabis. Ujiaa sudah.
selesai. RS
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Rektor: Hadirin yang terhormat,
Ujian telah: selesal. ILinkan kami

melakukan : sidang tertutup guna
melakukan pemlaian

?edei Rektoz beserta Seﬂat Uni-
ve_r51tas. -Indonesia meninggalkan
riang -sidang. - hadirin dimohon
berdm '

[Rektor beserta Senat Ul mening-
galkan fuang: sidang].

Pede§ ‘Rekior beseria Semat Ul
kembali’ memasuki ruang

sidang. -

[ -Rektér -Beseria Senat UI mema-

suki ruang sidang].

Hadzﬁn dipersilahican duduk. Sou-
dara Jimly Assiddigie dzperszfahkan
memasukt ruang SLdang

Rektor : Saudara Jimly Assiddigie.

Kami telah mempelajari disertasi
yang Saudara ajukan kepada kami
dan pembelaan Saudara atas sangg-
ahan dan. pertanyaan dari kami.
Promotor Saudara yang - diketuai
oleh ‘Prof. Dr. Ismail Suny, SH,
telah - menyampaikan keterangan
mengenai pengembangan keahlian
saudara, Berdasarkan semua itu,
kami mengambil keputusan untuk
mengangkat Saudara menjadi Dok-
tor dalam bidang Ilmu Hukum
dengan judicium sangat memuaskan.
Berdasarkan keputusan ini, kami
memberi kvasa kepada Ketna Pa-
nitia Promotoer, Prof. Dr. Ismail
Suny, SH, untuk melantik saudara
dengan cara yang lazim.
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Pedel : Upacara pelantikan. Han'
dirin dimohon berdiri,

Proi'. Dr. Ismail ‘Suny, SH MCL :
Saya menerima tugas yang diserah-.
kan Rektor Universitas Indonesia
kepada saya. Berdasarkan pera-
turan perundangan yang berlakuy,
sesuai dengan Keputusan . Senat
Universitas Indonesia, saya menya-
takan Saudara Jimly Assiddigie,
lahir tanggal 17 April 1956 - di-
Palembang, menjadi Doktor dalam
bidang Imu Tata negara. Sehingga
Saudara memperoleh semua hak
dan kehormatan yang dicakup oleh
gelar itu, sesual dengan Undang--
undang, adat dan kebiasaan.

Sebagai . bukti pengangkatan.
Saudara ini, saya serahkan kepada
Saudara  Piagam Pengangkatan
yang telah ditandatangani oleh
Rektor dan Panitera Senat Univer-
sitas Indonesia. Perkenankanlah
saya mengucapkan selamat atas
gelar yang saundara peroleh.

Rektor: Saudara Dr. Jimly Assid-
digie yang amat terpelajar. Saya
ucapkan selamat atas gelar yang
Saudara peroleh. Selanjutnya saya
persilahkan Prof. Dr. Ismail Suny;
SH, untuk menyampaikan pidato-
nya. :

Prof, Dr. Ismail Suny, SH : Dr.
Jimly Assiddigie, SH. Lahir di Pa-
lembang pada tanggal 17 April
1956, Setelah menamatkan Totidai-
yah, Tsnawiyah, dan Aliyah di
Palembang.. Menamatkan Si-nya
pada Fakultas Hukum Universitas
Indonesia [1982], S2-nya [1988]



- Promosi Doktor .

Dan hari ini menyelesaikan Geiaf:._:.

Doktor [$3] di FHUL

~Ada dua keistimewaan. Pada
tingkat di bawah Universitas, selu-"
ruh pendidikan Saudara ini -- Ibti-

daiyah, Tsanawiyah dan Aliyah --
adalah perguruan agama. Dan wa-
laupun’ mengadakan penelitian di
Amerika dan Negeri Belanda,
Beliaun +adalah--produksi -seratus
persen Universiias Indonesia.

“Staf ‘Pengajar pada Fakultas
Hukum Universitas Indonesia im
telah mempublikasikan empatbelas
karya ‘ilmiahnya. Mendapat peng:
hargaan sebagai Karva Ilmiah
Hukum Terbaik, 1988, oleh Ya-
yasan Sudarto dan The Asia Foun-

dation..tahun . 1988. Telah meang--

hadiri duabelas workshop dan
seminar di dalam dan di luar nege-
yi. Selain aktif sebagal Sekertaris

:'(iCMI) Pusat. Di masa depan kita
- masih mengharapkan karya-karya

ilmiah dari Dr. Jimly Assiddigie,
SH, demi pembangunan Hukum

“Tata Negara di Republik tercinta

ini. Sekian dan terima kasih,

Rektor : Hadirin yang saya hormati.
Saudara Jimly adalah Doktor di

‘bidang Hmu Hukum yang kedua

dari Fakultas Hukem Universitas
Indonesia dalam tahun ini. Meru-
pakan yang kelima yang Ul keluar-
kan selama tahun 1993. Dan-juga.
merupakan Doktor ketujub yang
dikeluarkan oleb Universitas Indo-
nesia untuk Fakulias Hukum., Mu-
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dah—mudahan saja Saudara Jimly,
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terpelajar, atasnama Senat Univer-
sitas Indonesia, - sekali lagi saya
ucapkan selamat atas ~gelar yang
baru saja anda peroleh. Dengan;
demikian upacara promosi telah

- selesai. Sxdaag saya tutup.

" [ Rektor mengetuk palu tiga kala}

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Mengapa Tidak
berlangganan
mulai nomor depan,
Jika setiap ferbii
Anda selaiu
kehabisan ?

Hubungi agen {erdekat
atau langsung ke alamat |

Tata Usaha : §l. Cirebon Mo, 5 Jakarta ] -
Telepon (021) 335432
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Judul. . - @ ‘Transisi Menuju Demokrasi
Gt onoo o JKasus Eropa Selatan =
Bditor-- ¢ Guillermo OlDonnall,
nd e Philippe C. Schmitter dan

Laurence Whitehead
Penerbit- ¢ PT Pustaka LP3ES, 1992

Tebal . : XV + 304 halaman

Potret Demokrasi di Eropa Selatan
Oleh : Kardi Pakpahan

- Isu demokrasi adalah salah satu isu global diantara isu global lainnya
seperti Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, dan "good goverment”.
Sebagai-isu global, informasi demokrasi telah menyebar dengan cepat ke:
seantero -dunia. Baik ke negara maju, maunpun ke negara sedang
berkembang. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, pemerintahan yang
berkuasa di suatu negara, tidak bisa tidak, harus memikirkannya..
‘Terbentuklah suatu kondisi dan konsekuensi.  Demokrasi harus
dipikirkan secara global dan ditindaklanjuti secara lokal. Kenapa ?
Begini, pemerintahan yang belum mengakui eksistensi demokrasi, suka-:
atau tidak suka, harus memikirkan dan mengimplikasikannya. Jika tidak,
hal yang tidak diharapkan dan kadang merugikan dapat muncul ke
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permukaan

Tak pelak lagi, demokrasi tidak hanya diwujudkan sebatas informasi

“yang dikomunikasikan melalui media massa. Nilainya harus bertambah
dan memiliki nilai lebih. Dalam rangka mengupas dan menganahsa
masalah demokrasi itu, aneka "proyek” bermunculan di penjuru dunia .

- Kemudian, disajikanlah hasilnya dalam bentuk buku sehingga dapat
dmlkmatl 1masyarakat yang membutuhkan informasi demokrasi.

-+ Proyek Woodrow Willson Center for Scholars adalah satu diantara

\E oyek yang-peka tethadap masalah demokrasi, serta beriniatif

tkan buku-buku tentang demokrasi. Salah satu bukunya

a] *Transisi Menuju Demokrasi Kasus Eropa Selatan", disunting

oleh Philippe C. Schmitter. Buku ini merupakan jilid pertama dari

;jilid buku. Isinya mengenai "Transition from Authoritarian Rule"

i uhs berdasarkan hasil proyek ‘"Transisi dari Pemerintahan

n Prospek~prospek bagi Demokrasi dl Amerika Latin dan

_an proses~proses demokratisasi di berbagai w1layah dengan
: yang berbeda Penanggung jawabnya Gmllermo O’Donnell

" Ini merupakan pengalaman editor ~ Guillermo
O’Donnel dan Phiiippe C. Schtter dalam berkolaborasi dengan para
sarjana melalui studi Amerika Latin dan Eropa Selatan,

Dalam bagian pengantar , Abraham F. Lowenthal sebagai
koordinator proyek mengemukakan alasan artikulasi pentingnya buku
ini. Pertama, buku ini merupakan buku pertama yang secara sistematis
dan komparatif memusatkan diri pada proses transisi rejim-rejim
otoritarian. Hal itu dijadikan masalah keilmuan sentral saat ini dalam
percaturan politik Amerika Latin. Kedua. Perumusan analitik dan
normatif pada prospek membangun politik demokratis atau poliarkis
yang mengikuti transisi otoritarian telah menyediakan satu titik

strategis guna mengorganisir bahan-bahan yang diperoleh dalam cara
yang berguna Bukan saja pada para ilmuwan dan pengamat sendiri,

tetapi juga pada para aktor politis. Ketiga, pembandingannya dengan
kasus-kasus Amerika Latin dan Eropa Selatan serta kasus-kasus transisi
dari otoritarianisme birokraiik, populisme militer dan despotisme
sultanistik memungkikan pertimbangan terhadap beberapa variabel yang
berbeda. .

&
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Buku ini secara khusus membahas runtuhnya:Rejim otontana N d;.
'Eropa Selatan. dan per;uangan mcnegakkan demokram pohtik sebagaxz
.gantmya i : : -

- Ketujuh: bab dalam buku ini,- secara ierszrat menyatakan b hwa:
neoara—negara i kawasan Eropa Selatan, yaitu Italia , Portugal, Spany_ '
- Yunani ¢ dan Turki telah memasuki .dan diharapkan tetap berada: dalam
. fentang: variasi - institusional - dan: pola-pola konflik - politik-
mencirikan, Eropa Barat sebagai: keseluruhan Hal itu sangat koniras
. dengan kasus-kasus ‘Amerika: Latin dalam transisi demokrasi politik..
?ara penulis: Amerika Latin tidak:-seoptimis: penulis transisi demokrasi:
di" Eropa Selatan. - Sementara  itu,- liberalisasi/demokratisasi TEropa
Selatan tampaknya ‘memiliki “awalan yang: lebih . baik dan.lebih
menyakinkan ‘karena konteks internasional bagian dunia itu, indxkatar
lain atas kekuatan masyarakat Eropa Selatan: yang lebih: _besar
dibandingkan kekuatan Amerika Latin bisa dilihat dari partai-partai‘dan
faksi-faksi-yang- mengisa terbukanya ruangan- ruangan baru bag1 aksx
politik. ’
MNegara-negara Eropa Seiatan yang men]adi perhatlan buku ini
adalah Italia, Yunanui, Portugal Spanyo! dan Turki. Transisi kelima
negara ini mempunyai ciri tersendiri. Di Italia, ada empat fase transisi:
Pertama, dimulai 25 Juli 1943 sampai 8 September 1943. Saatituterjadi
penggulingan fasisme dan pembalikan - posisi Italia dalam peperangan.
Kedua; masa-masa perlawanan pembebasan Italia. Ini dimulai sejak:9
September - 1943 sampai 25 - April 1945. Ketiga, ~pembentukan
pemerintahan  sipil’ -pertama. - Sebelumnya tegjadi intensifikasi
konflik-konflik dan pertikaian-pertikaian politik. Partai-partal yang ada
ikut serta’dalam gerakan perlawanan. Ketegangan itu diakhiri dengan
pecahnya koalisi tiga partai (Kristen Demokrat, pariai sosial Italia dan
Komunis [talia) yang memerintah pada Mei 1947.

Fase keempat ialah dampak perang dingin terhadap situasi domestik
Italia.  Terjadi polarisasi persekutvan-persekutvan  politisi serta
pembentukan front rakyat (Sosialis dan komunis), yang kalah telak
dalam pemilihan April 1948. Rejim otoritarian di Itali berlangsung lebih
singkat ketimbang rejim-rejim yang sama di Portugal dan Spanyol.
Instabilitas dan peran militer tidak sebesar kasus di Yunani. Demokrasi
semakin terasa dan kentara sejak pemilu 18 April 1948 di Italia.
 Transisi menuju demokrasi di Spanyol, yang diuraikan dalarn Bab
IV, teriadi bukan karena perpisahan yang radikal dengan rejim
sebelumnya. Tetapi merupakan rangkaian kesepakatan dan perundingan
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yang'diikuti beberapa aktor politik sebagai peserta kunci. Pemilu 1982
di Spanyol - merupakan suatu kondisi - semakin baiknya prospek
- perkembangan demokrasi di Spanyol. Alasannya, pertama, partisipasi
pemilih yang tinggi telab mempengaruhi sistem. Kedua, legitimasi
demokratik yang diperkuat sebagai akibat pengalihan kekuasaan yang
dihasilkan - pemiln.  Ketiga, skala kemenangan sosialis sangat
_-mempaﬂgamhi vatas inisiatif independen yang tersedia bagi komponen~
k@mponen demokratik sistem politik itu.

Sementara itu, peranan militer sangat menentukan dalam transm
demokrasx di Poriugal. Tepatnya tanggal 24 April 1974, para perwira
rendah yang tergabung dalam Gerakan Angkatan Bersenjata (MFA)
melakukan kudeta terhadap pemerintahan otoriter yang sedang
berkuasa. Setelah kejadian itu, kehidupan demokrasi makin tumbuh dan
berkembang di Portugal.

“‘Tahun 1974, Yunani mulai terlihat memasuki masa demokrat:s
Kala itu, berubahnya pemerintahan otoritarian Yunani ke pemerintahan
demokratis diwarnai dua hal. Yaitu kembalinya keadaan yang normal
dan kembalinya militer ke barak-barak.

" Turki adalah negara sentralis yang kuat. Suatu tradisi elit yang
diwarisi’ Kemaharajaan Ottoman mengalami transisi demokratik yang
agak “lambat. Ini terjadi karena pemerintahaan Ottoman telah
didasarkan ~ pada campuran modus pemerintahan imperial dan
patrimonial..  Kondisi yang menonjol saat itu adalah tingginya
aspek-aspek- simbolik dan organisasional dari pusat kekuasaan serta
tingginya tingkat diferensiasi pikiran yang dikuasai. Itu semua
menghalangi munculnya kekuasaan-kekuasaan lokal yang terikat pada
tanah. Demokrasi semakin nyata di Turki setelah kudeta militer pada
September- 1980.

P Io
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A embah meﬁgeﬁal prosedur
buatan . 'perjanjian “pinjaman
egen ‘Hari Selasa (2/2) Wakil

Keﬁia Komisi APBN Aberson

Marle Smahoio dari F PDI menge~
mukaka' bahwa ada suatn kehar-
ugan bagi_pemenntah untuk meni-
int 2 persetujuan dari DPR menge-
pal semua per_]an]ian Lredit dari
luar negeri. Perjanjian pinjaman
Iuar megeri, biar bagaimanapun
pasti mempunyai’

dampak secara politis bagi bangsa
Indonesia, karena itulah persetn-
juan dari DPR mutlak dxperlukan
Pemlangan perjanjian _pinjaman
luar negeri yang tidak duanﬁka&
ikan ke DPR dirasa kurang sesuai
dengan konstitusi. Menteri Keuan-
gan J.B. Sumarlin belum lama ini

mengemukakan pendapat pemeri-
ntah mengenai masalah ini. Menur-
uinya pemanntah berp@nd&pat
bahwa perjanjian kredit dengan
negara Jain cukup dituangkan
dalam bentuk keppres yang kondisi,
syarat~syarat pinjaman dan penggu-
naan . hasil pinjaman itu setiap
waktu dapat diawasi oleh DPR.
Menanggapi pernyataan pemerin-

tah, Aberson - menyatakan
selama ini DPR tidak pern
nerima laporan tertulis meng:
pe:qan;mn “pinjamaan ke megara
Iam, bahkan saiman dan nask:
pefjanjian yang “telah dﬁaku
pemermtah joga tidak pernah d
ahkan ke DPR Sebaga; akxb

polms 3uga meﬁgenal bung_
wal pembayaran maupun ‘ha
laumya yang bexhubungan den an

it
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Acara Rapat kerja antara Mentan
Wardojo  dan  Komisi v ‘DPR
diwarnal dengan masalah’ keleb-
ohan produksi beras pada awal
tahun ini vang ternyata malahan
merngikan para petani. Rapat
Kerja ini dilakukan pada hari Senin
dan Selasa (1-2/2) di Jakarta ‘dan
dipimpin oleh Ketuanya, H. Poer-
wosasmito dari Fraksi Karya Pem-
bangunan. Dilaporkan juga bahwa
harga beras di Parigi, yang adalah
lumbung padi & Sulteng _teiah
merosot jauh dari harga dasar yang
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‘menyatakan hal

_arena Dolonr o

dan sarana. produksi pertanian oleh

pemermtah Demxklan pula pening-
katan standar mutu beras oleh

Bulog juga semakin mempersulit

keadaau petam Selam di Pangi, di

Jawa Timur. juga petani menge-

iuhkan k b;]akan yang mewajibkan
petani untuk melunasi tunggakan
KUT (Kredii Usaha Tani) dengan
sistem . tenggang teniang, padahal
Sebag:an petam telal  melunasi
kred:tnya Mentan  Wardojo me-
nanggapi el itu dengan menyata-
kan produksz beras dari hasil pane-
nap MT 1992/1993 memang meni-
ngkat cukuop tinggl, karenanya
wajar terjadi kemerosotan di bebe-
rapa daerah. Masalah ini telah
dilaporkan pada Menteri Koperasi/-
Kabulog Bustanil Asifin dan men-
teri-menteri lainnya dalam sidang
Ekuin.
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RUU. pembentukan kotamadya
Tangerang akan dibahas secara
maraton . mengingat pentingnya
masalah  ini, demikian dibahas
dalam. rapat dengar pendapat an-
tara Komisi I1 DPR RI dengan
Gubernur Jabar Yogie S.M. pada
hari Rabu (3/2) yang diketuai Su-

mereka pada para’ S

ngan harga murab, -
R ang lebih memberatkan petani
adalah d;cabutnya subsidi pupuk

Hukum dan Pembcmgur’m’r’z:.

- -parman. Diharapkan . dengan cara -
pembahasan seperti ini, maka RUU.
dapat disahkan. men;ach UU:seb-
elum sxdang Unium MPR Maret -
. 1993 'ini.. Gubernur Jabar  Yogie

SM. bahwa. ‘pembentukkan Kota-
- madya Tangerang yang: dltuang' :
~dalam - keputusan "DPRD Kal
" paten Tangerang Nomor 658. 5/8K-
J125-Setwan/1987 adalah merupa- -

kan aspirasi masyarakat sendiri.
Pembentukan Kotamadya Tange-
rang ini dikarapkan dapat mening-
katkan kemampuan penyelengga-

raan pemermtahan dan pem-

bangunan serta pelayanan pada
magyarakat, Dalam rapat itu Supar-
man menyatakan bahwa Komisi I
DPR RI sependapat dengan Gu-
bernur Jabar vntuk mémperlanézif
proses pembentiukan Kotif Tange—
rang menjadi Kotamadya,
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Komisi III DPR RI menyatakan
bahwa bertanya adalah hak DPR
yang dilindungioleh peraturan, dan
dalam rapat kerja anggota DPR
mempunyai hak penuh untuk me-
laksanakan fungsi kontrolnya terha-
dap pemerintah dan aparaturnya.
Hal ini dinyatakan Ketua Komisi
il DPR RI Subardi SH menangga-
pi kasus Dicky Iskandar Di Nata
yang diinformasikan telah menda-
pat perlaknan istimewa selama di
Lembaga Pemasyarakatan Cipi-
nang. Komisi III DPR RI tidak
merasa perlu mencari data aiau
fakta yang membuktikan benar
tidaknva informasi yang disam-
paikan anggotanya, Evita Asmalda
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dari Fraksi Karya Pembangunan.

Ba1k Ketua Komisi 1l Suhardi SH,
kil Kenia-"Komisi Il Oeng’
Rumadjl ‘SH dan Wakil Xetua F-PP;
Zam:{' Badjeber - SH: ‘berpendapa,’

‘pertanyaan’ Bvita © Justra

tidak akan ditanggapii Ketua F-FP

barpendapat “bahwa pertanyaan-
yang® dilakukan ‘séorang ‘anggota

DPR yang menyangkut nama’sese-
orang tidak dapat dianggap: sebagaz
suaty fitnah atag: peughmaaﬂ ka-
réna ‘DPR" memang mempunym
hak untuk 1tu
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Keempai ' Fraksi ' DPRRI pada

akhirnya ‘menyetujui RUUAPBN
vntukdisebkan menjadi UU. RUU
APBHN ini telap mempergunakan
prinsip anggaran berimbang dan
dinamis dengan posisi Rp 62.322,1
milyar. Jumlah tersebut terdiri dari
penerimaan dalam negeri Rp 52.7-
69,0 milyar, penerimaan pem-
bangunan Rp 9.553,1 milyar, peng:
eluaran rutin Rp 37.094,9 milyar
dan pengeluaran pembangunan Rp
25.227,2 milyar. Juru bicara F-KP,
Jusuf Talib SH dalam sidang vang
dipimpin Wakil Ketua DPR Soer-
jadi ‘menyatakan bahwa tingginya
suku bunga kredit, langkanya likui-
ditas dalam masyarakat terutama
daerah, merosotnya kesehatan bank
nadza mmumnva karena besarnvs

k  melurnskan’ “fitnah - yang
terseba di masyarakat ‘dan halitn
dﬂakuka_n dalam ‘Tangka ‘megcari
informasi® dan+ keje!asan Menrut:
Suhardi ‘permintaan - Dicky -untuk
membukiikan kebenaran-informasi.

kredit macet serta turunuya tingkgt

ia “teriitama’ adalah

bidang moneter, karena . itulah
sektor moneter harus dijadikan titik
sentral pembenahan  kebijjakan
dajlam tahun 1993/1994, Fraksi
Karya Pembangunan menyatakan
hal ini dalam sidang Paripurna
DPR RI di Senayan pada hari
Kamis (25/2). Sedangkan F-PP
melalui jurn bicaranya, Drs. AH
Mana Djuhana mendesak pemerin-
tah untuk menstabilkan nilai suku
benga  pada persentase yang
mampu merangsang investasi dan
kegiatan ekonomi nasional. Sedang-
kan F-PDI menyatakan keadaan
perbankan yang tengah mengalami
kemerosotan perln mendapat
pembenahan yang mendasar. Fraksi
ini mengharapkan fungsi Bank
Endonesm dalam pembmaan dan
pengawasan hendaknya dﬂ_a_ksa_na_»
kan tanpa ragu dan tanpa pandang
bulu. Sedangkan F-ABRI menghar-
gai berbagai kebijakan di bidang
ekonomi dan moneter serta fiskal
vang berhasil mendmgmkan mesm
ekonomi.
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Meskipun ' prinsip-prinsip - hak
asasi manusia bersifat universal,
dan standar—standamya telah dirun-
dingkan dan diterima pada level
mtemas;ona! tetapi pertanggungja-
waban dari xmplemeutasx norma-
norma h_ak asasi manusia terutama
diserabkan kepada negara. Mes-
kipun harus diakui bahwa prosedur
dan mekanisme pelaksanaannya
akan berbeda dari negara ke ne-
gara. Piagam PBB adalah penga-
turan hak asasi manusia internasi-
onal yang pertama. Sangat menarik
untuk dicatat bahwa hak asasi
manusia di dalam Piagam PBB
terletak dibawah bab "Kerja sama
internasional”, yang berarti pening-
katan dan perlindungan hak asasi
manusia harns dilakukan dengan
semangat kerja sama dan saling
menghormati serta dengan cara
yang tidak konfrontaiif, Demikian
antara lain isi dari pernyataan
penutupan {concluding remarks]
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yang dibacakan oleh - Dirjenpol-
Deplu  wiryono Sastrohandoyo;r
pada akhir Lokakarya PBB II teg-
tang Hak Asasi Manusia untuk
Wilayah Asia Pasifik, vang diada-
kan di Golden Ballrcom Hotei_.
Hilion, Jakarta (28/1). Mengenai

adanya keinginan agar peningkatan

dan perlindungan hak asasi harus
dilakukan dengan cara kerja sama
dan - saling menghormati. "Kita
menginginkan sesuatu yang kons-
truktif, bukan mencari-cari kesala-
han. Kita tidak menghendaki saling
menghakimi,"demikian  diungkap-
nya. Sementara itu Guru Besar
Politik Universitas Indonesia, Prof.
Miriam Budiardjo, mengemukakan,
Indonesia sama sekali tidak menen-
tang pembentukan komisi HAM
regional, hanya Indonesia menyata-
kan bahwa usaha kearah itu akan
menghadapi banyak kesukaran,
khususnya bagi negara-negara se-
dang berkembang, belum dikatego-
rikan settled.

REREFE

Walaupun mengandung banyak hal-
hal barn dan bermanfaat, Ran-
cangan  Kitab  Undang-undang
Hukum Pidana (RUU KUHP) yang
barn masih mengandung beberapa
hal yang kontroversial. Perzinaan,
perkosaan, dan percabulan yang
tercantumn  dalam RUU  tersebut
merupakan pasal-pasal yang kelak
bisa menimbulkan masaiah, karena
mengubah secara radikal ketentua
KUHP yang berlaku saat ini. Di-
dalam ramcangan KUHP bary,
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dehk adnzin Etu beram pahsi kelak
dapat 1angsung menangkap dan
menahan ereka yang dlanggap

nunggu pezagaduan yang dunglkaa

: Bebe" pa:pakar berpendapat, ada-
-iya pengaturan hal barwitu sangat.
sulit sekali ‘diterapkan Karena +hal

tersebut ‘akanmenimbulkan perso:

alafibaru'yang kompleks, demikian

diungkapkan Mohammad Assegaf:

"Walaupun: ia dapat - memahami

maksud baik’ pembuat® undang-

undang ini, ‘yang:mengenakan:hu-

kuman-berat ~bagi. pelaku delik-
delik di bidang kesusilaan: Persoal-
annya, kata ' assegaf dengan . diba-
puskannya delik aduan:dan diganii
menjadi ‘delik biasa dapat menim-
bulkan imasalah ‘baru yang. kompl-
eks.:‘Misalnya,: seorang isteri me-
mergokiisang suami berzina dengan
waniia -lain. Dimana-menurut ke-
tentuan-seKarang dapat -saja isteri
mengadukan -pada: polisi. Tapi
apabila i’ suami ‘menyadari “dan
merubah segala kelakuannya, ke-
luarga - dapat sajaberdamai (dan
rukum -kembali, . seperti - biasanya,
dan ‘delik 'aduan-pun dicabut..Me-
ngenai persoalan  marital -rape,
dimana secrang isteri.dimunglin-
kan mengadukan dirinya diperkosa
dengan suaminya. Menurat Abdul
Rachman, - ia  mengkhawatirkan
pasal ini merupakan suatu pasal
yang hampa. Oleh karena sebagai-
mana diketahui bahwa perkawinan
itu merupakan sesuatu yang sakral/-
suci. Dengan diadukannya si suami

perzmahan dikaiegonkan delik
:--b'erbeda dengan KUHP yang
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pada::polisi - karena melakukan;
tindakan: perkosaan ‘hingga dipi-
dana- membawa - ‘pengaruh “pada
kutihan keluarga (khususnya isteri;
serta - anak-anak). Tapi, -menurut
abdul Rachman disisi lain: adanya .
pencantuman hal-hal-baru menge-
nai delik kesusilaan akan membawa' :
perubahan palmg tidak bisa me

wurangi- kian -maraknya. perbtlatan-;.,_

delik. susila. -Ini aspek positif dari'
rancangan tersebu! f

: \ *****’3 o . .:
Kewagiban debitur- terhadap bank
krediturnya -di lvar. megeri:. tetap
harus -dipenuhi, meskipun debitur
itu: melanggar: kewajiban ‘melapor-
kan < Pinjaman Komersial Luar
Negeri (PKIN): yang -didapatnya.
kepada - Bank - Indonesia. Karena
disamping sanksi atas pelangga}é_n
wajib lapor ini hanya bersifat admi-
nistratif, perbuatan itu tidak-akan
mernimbulkan akibat hukum terha-
dap-isi perjanjian kreditnya. o0

Prinsip yang menjadi garis pen-
dirian Mahkamah Agung ‘(MA)
serta jadi pedoman dalam menga-
dili perkara cidera janji. PKELN iin
diuraikan -oleh mantan Hakim
Agung R. Setiawan: SH, sebagai-
mana - dikutip dal Kompas. (9/2).
Setiawan mengungkapkan, adanya
Keppres Nomor 59 juncto 8K Men-
teri Keuangan No. 261 Tahun 15973;
vang juga berisi kewajiban . tiap
perusahaan  swasia menerima
PELN untuk melapor kepada BI
dan Menken "tidak mengancam
pembatalan PERLN. Kelalaian peng-
usaha hanya berakibat sanksi admi-
nistratif”. "Persoalan hulum atas
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perjanjian PKI.N yang tidak meme-
nuhi PKIN ketentuan wajib lapor,
justru_terletak * di bidang sanksi
kebatalan*yang dapat diberikan
terhadap .‘pelanggaranperaturan
hukum: sosial ekonomi. Dalam hal
Ani: Keppres dan 8K Menkeu me-
: mang - merupakan | contoh khas
peraturan . hukum sosial ekonomi
--atau-mandatory -rules of 2 public
law: nature ‘yang -mempengaruhi
bubungan keperdataan, ujarnya.
Hukum perjanjian adalah hokum
yang bercorak publik dan bersifat
memaksa, seria membalasi olonomi
para pihak dalam membuat perjan-
jian PKI.N. "Artinya -Keppres dan
SK *Menkeu itu daoat memuat
sanksi kebatalan yang - dikenal
dalam ‘bhukum: perjanjian. Meng-
ingat kedua peraturan ito ternyata
tidak mengancam pelanggaran atag
wajib lapor ‘dengan sanksi kebata-
lan; maka menuruinya, perjanjian
PEKILN tetap mengikat para pihak.
Artinya debitur tetap wajib meme-
nuhi kewajiban sesuai perjanjian
yang dibuat oleh kedua belah pi-
hak, sesuai ‘perjanjian PKEN den-
gan pihak bank krediturnya.
Sejumlah praktisi hukum nasional
serta para bankir merasa risau atas
keputusan tersebut, yang dirasakan
bertentangan dengan rasa keadilan
serta akibat lebih jauh mengurangi
kredibilitas Indonesia di mata
dunia internasional.

gtk K

Alkhir-akhir ini kita melihat prak-
iek-prakiek bisnis semakin banyak
dan bisa menimbulkan resiko keru-
gian bagl masyarakat dan negara

Hulom dan Pembangunan

maka hendaknya piranti -hokum
yang mengatur kejahatan ekonomi
dibentuk  dalam kerangka yang
utuh, Dengan bégitu masyarakat
akan tahu ‘mana kegiaian bisnis
yang bisa masnk katagori tindak
pidan dam mana yang bisnis legal.
Apalagi terhadap white collar crime
yang biasanya menuntut -upaya
ekstra untuk’ membuktikannya;:
Demikian diungkapkan D1/ Lobby
Logman dan advokat Moh. Asse-
gaf, sebagaimana dikutip dalam
KOMPAS (9/1)."Banyak persoalan-
persoalan - tentang bentuk-bentuk
atau moduos baru. dalam prakiek
bisnis, yang dikatagorikan sebagai
tindak pidana tapi perangkat
hukum kita belum bisa menjaring-
nya. Misalnya, kasus Bank Summa
yang telah secara jelas merugikan
banyak nasabah, apakah sudah
dikatagorikan tindak pidana. Jika
bisa, apa ukurannya,"demikian
Loebby Loqman.  Sementara itu
menurut Assegaf, yang perlu diper-
hatikan upaya penrangkalan keja-
hatan dewasa ini adalah kejahatan
kerah putih [white collar crime]
yang kuantitasnya cenderung me-
ningkat dari tahun ke tahun. Atas
dasar itu, ia melanjutkan, wajar jika
pemeriniah dan masyarakat ekstra
waspada dan memasang piranti
hukum vyang lebih - ketat untuk
menangkal “"kejahatan" berkerah
putili, berdasi, berjabatan dan pia-
wai/mahir memanfaatkan celah dan
"kelemahan-kelemahan" undang-
undang.

ook ek ok
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Fraksi ' Partai Demokrasi Indonesia
(F-PDI} DPR: ‘meémpersoalkan
kembali mengenai prosedur pem-
buatan perjanjian pinjaman luar
negeri. Hari Selasa (2/2) Wakil
Ketua ‘‘Komisi APBN - Aberson
Marle Sinaholo ‘dari F-PDI meng-
emukakan bahwa ‘ada’suaiu keha-
rusan bagi pemerintah nntuk memi-
nta:perseiujuan dari DPR ‘menge-
nai semiua’perjanjian ‘kredit dari
luar “negeri. Perjanjian -pinjaman
luar* negeri, biar "bagaimanapun
pasii mempunyai’ dampak secara
politis bagi bangsa Indonesia, ka-
rena’ itulah persetujuan -dari DPR
mutlak ™~ diperlukan. “Penuangan
perjanjian " ‘pinjaman’ lnar negéri
yang tidak diratifikasikan ke DPR
dirasa kurang sesuai dengan Konsti-
tusi.” Menteri Keuangan I.B. Su-
mailin belum lama ini mengemuka-
kan' pendapat pemerintah mengenal
masalah ini. Menuruinya pemerm—
tah berpendapat bahwa perjanjian
kredit dengan negara lain cukup

duuangkan da!am bentuk keppres
yang ‘kondisi, ‘syarat-syarat: ‘pinja-
man’dan penggunaan hasil ‘pinja-
man itd setiap wakti dapat dia
oleh DPR. ‘Menanggapi perny:
pemermiah Abexson menya‘

ndh  meperima’ Iaporan
mengeﬁaa ‘perjanjian’ pinja
negara“ lain, bahkan salinan i
naskah perjanjzan yang ielah

rnah diserahkan ke DPR. Sebagai
akibat ‘dari kejadian ini, DPR-saat
ini ‘tidak ‘bisa mengeiahm secara
pasti mengenai dampak dari per-
janjian’ secara politis, juga ‘menge-
nai - bunga, - jadwal pembaya an
maupun hal-hal lainnya yang bar-
hubungan dengan 1tu
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Acara Rapat kerja aniara Meni:
Wardojo dan  Komisi IV DPR
diwarnai dengan ‘masalah kélebo:
han produksi beras pada “awal
tahun ini yang ternyata malahan
merugii{an para petani. Rapat
Kerja ini dilakukan pada hari Senin
dan Selasa (1-2/2) di Jakarta dan
dipimpin oleh Ketuanya, H, Poer-
wosasmito dari Fraksi Karya Pem-
bangunan. Dilaporkan juga bahwa
harga ‘beras di Parigi, yang adaiah
lumbung padi di Sulieng telah
merosot jauh dari harga dasar yang
ditetapkan pemerintah. Siti Sundari
dari Fraksi ABRI menyatakan ‘hal
ini dapat teriadi karena -Dolog
setempat sudah tidak mampu lagi
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menampung seluruh produksi beras
petani.. Sebagian petani terpaksa
menjual. beras. mereka pada para
tengkulak - dengan harga murah,
danyang lebih memberatkan petani
adalah . dicabutnya subsidi .pupuk
dan sarana produksi pertanian oleh
pemenmah Demikian pula pening-
katan standar mutu beras oleh
Eulog juga:. semakin - mempersulit
keadaan petani. Selain di Parigi, di
Jawa Timur j Jjuga petani mengeluh-
kan kebijakan yang mewajibkan
petani-uniuk : melunasi tunggakan
KUT (Kredit Usaha Tani) dengan
sistern tenggang rentang, padahal
sebagian petani telsh melunasi
kreditnya.. Mentan Wardojo me-
nanggapi hal itu dengan menyata-
kan produksi beras dari hasil pa-
nenan MT 1952/1993  memang
meningkat cukup tinggi, karenaiya
wajar terjadi kemerosotan di bebe-
rapa daerah. Masalah ini telah
dilaporkan pada Menteri Koperai/-
Kabulog Bustanil Arifin dan men-
teri-menteri lainnya dalam sidang
Elkuin.
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RUU pembentukan kotamadya
Tangerang .akan dibahas secara
maraton  mengingat pentingnya
masalah  ini, demikian dibahas
dalam rapat dengar pendapat an-
tara Komisi II DPR RI dengan
Gubernur Jabar Yogie S.M. pada
hari Rabu (3/2) yang diketuai Sup-
armas. Diharapkan dengan cara
pembahasan seperti ini, maka RUU
dapat disahkan menjadi UU sebe-
lum sidang Umum MPR Maret

Hukum dan Pembangunan

1993 ini. Gubernur Jabar Yogie
SM. bahwa pembentukkan Kota: |
madya Tangerang yang dituangkan
dalam keputusan"DPRD Kabupa.
ten Tangerang Nomor 658.5/SK-
-125-Setwan/1987 adalah merupa-
kan aspirasi masyarakat - sendiri.
Pembentukan Kotamadya Tange-
rang ini diharapkan dapat - mening-

katkan kemampuan penyelengga- -

raan pemerintahan dag pembangu-

nap serta pelayanan pada masyara-
kat. Dalam rapat itu Suparman

menyatakan babwa Komisi Il DPR

RI sependapat dengan Gubernur

Jabar untuk memperlancar proses

pembentukan  Kotif Tangerang

menjadi Kotamadya.

AR e

Komisi [II DPR RI menyatakan
bahwa bertanya adalah hak DPR
yang dilindungi oleh peraturan, dan
dalam rapat kerja anggota DPR
mempunyai hak penuh vatuk me-
laksanakan fungsi kontrolaya terha-
dap pemerintah dan aparaturnya.
Hal ini dinyatakan Ketua Komisi
Il DPR RI Svhardi SH me-
nanggapi kasus Dicky Iskandar Di
Nata yang diinformasikan telah
mendapat perlakuan istimewa sel-
ama di Lembaga Pemasyarakatan
Cipinang. Komisi III DPR RI tidak
merasa perle mencari data ataun
fakta yang membukiikan benar
tidaknya informasi yang disam-
paikan anggotanya, Evita Asmalda
dari Fraksi Karya Pembangunan.
Baik Ketua Komisi 111 Suhardi SH,
Wakil Ketua Komisi III Qeng
Rumadji SH dan Wakil Ketua F-PP
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Zain.Badjeber-8H -berpendapat; -+ -

bahwa pertanyaan Evita justru

uniuk meluruskan  fitnah = yang
tersebar di masyarakai, dan hal-’it"”-'_if
dilakukan . dalam rangka. mencari., -
informasi~ dan “kejelasan. Menrut -
Suhardi permintaan Dicky uatuk- .-

membuktikan kebenaran informasi
tidak akan ditanggapi. Ketua F.-PP

berpendapat. bahwa.. pertanyasn.. . .

yang dilakukan seorang anggota
DPR yang menyangkut nama sese-
orang tidak dapat dianggap sebagai
suatu fitnah ataw penghinaan ka-
renza DPR  memang mempunyai
hak uniuk it

o AR

Keempai Fraksi DPR Ri pada

akhiroya ‘menyetujui RUU APBN
untuk disahkan menjadi ULJ. RUU
APBN ini tetap mempergunakan
prinsip anggaran. berimbang dan
dinamis dengan posisi Rp 623221
milyar: Jumlah tersebut terdiri dari
penerimaan dalam negeri Rp 52.7-
69,0 milyar, penerimaan pembangu-
nan Rp 9.553,1 milyar, pengeluaran
ratin Rp 37.094,9 milyar dan peng-
eluaran pembangunan Rp 25.227,2
milyar. Jurun bicara F-KP; Jusuf
Talib: SH-dalam sidang vang dipim-
pin Wakil Ketua DPR Soerjadi
menyatakan bahwa tingginya suku
bunga kredit, langkanya likuiditas
dalammasyarakat terutama daerah,
merosotnya kesehatan bank pada
umumnya karena besarnya kredit
macet ‘serta furunnya tingkat Re-
turn On Asset {(ROA) tidak dapat
dibiarkan, karena dapat memperke-
cil kemampuan negara uniuk me-

.dalam sidang Paripurna DPR
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perkembangan ekonomx

tahun  1993/1994.  Fraksi | X:
Pembangunag menyatakan

Senayan pada hari Kamis (25/2)
Sedangkan F-PP melalui jurn bica-
ranya, Drs. AH “Nana Djuhana
mendesak pemerintah unink men-
stabilkan ‘nilai sukn bunga ‘ ‘pada
persentase yang mampu merang-
sang investasi dan kegiatan eko-
nomi nasional. ‘Sedangkan F-PDI

' menyatakan keadaan perbankan

yang tengah mengalami kemero-
sotan perlo mendapat pembenahan
yang mendasar. Fraksi ini mengha-
rapkan fungsi Bank Indonesia
dalam pembinaan dan pengawasan

- "hendaknya dilaksanakan tanparagu

dan tanpa pandang bulu. Sedang-
kan F-ABRI menghargai berbagai
kebijakan di bidang ekonomi dan
moneter serta fiskal yang berhasil
mendinginkan mesin ekonomi.
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